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PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NOMOR tempat dan tanggal lahir Nanga Danau, 10

November 1993/ umur 29 tahun, agama Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan

SD,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Kapuas

Hulu, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,  NIK - tempat dan tanggal lahir Boyan Tanjung, 14 Juni

1986/  umur 37 tahun,  agama Islam,  pekerjaan

Swasta,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di

Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Putussibau,  Nomor

140/Pdt.G/2023/PA.Pts,  tanggal  28  Agustus  2023  telah  mengajukan

gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  tanggal  20  September  2010  M,  bertepatan  pada

tanggal 11 Syawal 1431 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana
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tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tertanggal 1 Oktober

2010; 

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di  rumah  orang tua Penggugat  di  Dusun Randau Mawang,  Desa Boyan

Tanjung,  Kecamatan Boyan Tanjung selama lebih  kurang 2 (dua)  tahun,

kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat dan

Tergugat  sebagaimana alamat Penggugat  di  atas  selama 3 (tiga)  tahun,

hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat

telah  melakukan  hubungan  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  (ba'da

dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa,  pada  awalnya  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dan

Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan:

4.1 Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat

bahkan  Penggugatlah  yang  harus  memenuhi  kebutuhan  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat;

4.2 Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan Tergugat saat

Tergugat memiliki pekerjaan;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada

bulan November 2015 pada waktu itu  Penggugat  meminta uang kepada

Tergugat  untuk  bayar  cicilan  koperasi  yang  di  ambil  untuk  membangun

rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak

memberi;

6. Bahwa,  dari  kejadian  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah

tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana

alamat  Tergugat  di  atas.  Sedangkan  Penggugat  tetap  tinggal  di  rumah

pribadi Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

7. Bahwa, pada 18 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat menyelesaikan

perceraiannya di Desa Nanga Danau, Kecamtan Boyan Tanjung, sehingga

bersepakat untuk berpisah;

8. Bahwa,  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  meneruskan  hidup  berumah  tangga

bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
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9. Bahwa,  Penggugat  sanggup membayar  seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan  alasan  atau  dalil-dalil  diatas,  Penggugat  kepada  Ketua;

Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan

hukum yang berlaku;

Atau apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  Penggugat telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan

(relaas)  Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Pts  yang  dibacakan  di  persidangan,

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati  Penggugat, agar berpikir  untuk tidak

bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dari Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

alat-alat bukti berupa: 

A. Surat:

1. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor  NOMOR Tanggal  01 Oktober

2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyan

Tanjung,  Kabupaten  Kapuas  Hulu.  Bukti  tersebut  telah  di-nazagelen,

oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;
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B. Saksi: 

1. SAKSI  PERTAMA,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  bertempat

tinggal  di  Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di

bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai

suami istri sah dan saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  setelah  menikah  Penggugat  dan

Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah pribadi dan selama

berumah tangga belum dikaruniai anak;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun

2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena

Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  selama  kurang  lebih  7

(tujuh) tahun berturut-turut;

 Bahwa  Tergugat,  pulang  kembali  ke  rumah  orang  tua

Tergugat;

 Bahwa  sebelum  mereka  berpisah  saksi  pernah  mendengar

mereka bertengkar gara-gara ekonomi;

 Bahwa  selama  berpisah  rumah  itu,  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  saling  menemui,  tidak  pernah  ada

kebersamaan  lagi,  tidak  pula  melakukan  kewajiban  timbal  balik

sebagai suami istri;

 Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun

kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI  KEDUA,  umur  37  tahun,  agama  Islam,  bertempat  tinggal  di

Kabupaten  Kapuas  Hulu,  telah  memberikan  keterangan  dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat

sebagai suami istri sah dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  setelah  menikah

Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  dan  terakhir  di  rumah

pribadi  namun  saat  ini  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

serumah lagi;

 Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah
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tidak serumah lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun berturut-turut

dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

 Bahwa  selama  pisah  rumah  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  saling  menemui  satu  sama  lain  dan  tidak

pernah  ada  kebersamaan  lagi,  serta  tidak  pula  melakukan

kewajiban timbal balik sebagai suami istri;

 Bahwa selama berumah tangga belum dikaruniai anak;

 Bahwa  saksi  tahu,  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat  sejak tahun 2015,  namun tidak mengetahui  mengenai

penyebabnya;

 Bahwa saksi  sudah berupaya menasehati  Penggugat

agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan

sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan

gugatannya untuk bercerai dari Tergugat; 

Bahwa  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Pts yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  suatu  alasan  yang  sah,  sehingga

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus

diperiksa  secara  verstek  vide Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg,  yang  sejalan  pula

dengan pendapat hukum (fiqh) dalam Kitab  Ahkamul Qur’an,  Juz II, hal 405

sebagai berikut:

لهَُ              لَحَقّ ظاَلمٌِ يجُِبْفهَوَُ فلَمَْ المُْسْلمِِينَْ ِ مِنْحُكاّم ٍ إلِىَحَاكمِ دعُِيَ مَنْ
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Artinya: “Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di

persidangan),  tetapi  ia  tidak  mau  datang,  maka  ia  telah  berbuat  zalim

(merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya”;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam gugatan

Penggugat adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga,  lalu  saat  ini  antara  Pengggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah,

dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo. Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil–dalilnya, telah

mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti  P, telah memenuhi  syarat-syarat  formil  dan

materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

yang  sempurna  dan  mengikat  sesuai  Pasal  285  R.Bg  jo. Pasal  1870

KUHPerdata,  dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2020  tentang  Bea  Meterai,  dan

membuktikan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah  secara  sah

berdasarkan Hukum Islam pada tanggal  20 September 2010 dan tercatat di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor  Urusan Agama Kecamatan Boyan

Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil  dan

materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309

R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu dan sejak saat itu, sudah tidak
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saling menemui dan tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri satu sama

lain, serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa  Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  sah yang menikah

pada tanggal 20 September 2010;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  selama

kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi

pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri secara timbal balik; 

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  dinasihati  agar  rukun

kembali, akan tetapi tidak berhasil; 

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  diatas  dapat

disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak harmonis lagi disebabkan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak

lain selama lebih dari dua tahun berturut-turut dan selama itu sudah tidak saling

memperdulikan satu sama lain sehingga secara nyata keadaan rumah tangga

seperti  ini  tidak  akan dapat  mewujudkan tujuan luhur  dari  perkawinan yaitu

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana

Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  apabila  Penggugat  harus  mempertahankan  tali

perkawinannya, maka  diyakini  akan lebih banyak mendatangkan mudaratnya

ketimbang  kemaslahatan  yang  diidam-idamkannya  dan  ketika  hal  demikian

yang akan terjadi,  maka menolak kemudaratan harus diprioritaskan daripada

mengharap kemaslahatan, sebagaimana petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul

Fiqh yang berbunyi :

Maksudnya:”Menolak mafsadat  (kemudaratan) itu  lebih diutamakan dari

pada mencapai kemaslahatan”;
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Menimbang bahwa Hakim perlu pula menerapkan ibarat Kitab Bujairimi

Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 untuk selanjutnya diambil  alih  sebagai

bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi: 

Artinya  :  ”Apabila  kebencian  istri  terhadap  suaminya  telah  memuncak

maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil  gugatan Penggugat,  telah terbukti

menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan

perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam  Tahun  1991,

karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  dikabulkan,  maka  selanjutnya

Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat, yang

selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

berdasarkan  pasal  89  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang

jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan 

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan pada hari  Selasa,  tanggal  05  September  2023

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  19  Safar  1445  Hijriah  oleh  Barra

Muhammad Hilma Iskandar,  S.H.  sebagai  Hakim Tunggal,  putusan  tersebut

pada hari  itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut dan dibantu oleh Utin Masayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Meterai/ttd

Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utin Masayu, S.H.

Perincian Biaya Perkara:
1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10,000,00

c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10,000,00
d. Redaksi : Rp. 10.000,00

e. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 10.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp. 390.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp. 350.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 895.000,00
(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) 
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